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PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
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Pajak Penghasilan (1)

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, mendefinsikan Pajak
Penghasilan (PPh) adalah Pajak penghasilan (PPh) dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak

UNIVERSITAS

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 & 1a serta Pasal 2 ayat 2,
3, 4 dan 5, menjelaskan bahwa Subjek PPh yaitu

1. Orang Pribadi (OP), meliputi :

aOP Dalam Negeri yaitu OP yg Bertempat tinggal / berada di
Indonesia lebih dari 183 hari dim 12 bulan; atau dalam suatu tahun
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di
Indonesia

b.OP Luar Negeri yaitu OP yg tidak Bertempat tinggal / berada di
Indonesia tdk lebih dari 183 hari dim 12 bin
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Pajak Penghasilan (2)

2. Badan, meliputi :

a. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
unit tertentu badan pemerintah

b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang :

- Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia

- Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT
di Indonesia

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
bersifat menggantikan yang berhak
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UNIVERSITAS

Pajak Penghasilan (3)

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 3, menjelaskan bahwa
Yang Tidak Termasuk Subjek PPh yaitu :

1.Kantor perwakilan negara asing

2.Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat
lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan/ yang
bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka

3.0rganisasi - organisasi internasional, yang ditetapkan
Menkeu

4.Pejabat — pejabat perwakilan organisasi internasional
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Pajak Penghasilan (4)

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, menjelaskan bahwa yang
termasuk Objek PPh yaitu :

1Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak
Penghasilan

2 Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3.Laba usaha

4 Keuntungan krn penjualan atau karena pengalihan harta

5.Penerimaan kembali pembayaran pajak yg tlh dibeban kan sbg biaya
& pembayaran tambahan pengembalian pajak

6.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang
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Pajak Penghasilan (5)

. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, & pembagian sisa
hasil usaha koperasi;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dgn jmilh
tertentu yg ditetapkan dgn Peraturan Pemerintah

12.Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi

15.luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
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UN;V; Pajak Penghasilan (6)

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum dikenakan pajak;

17.Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan
tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia
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Bl Pajak Penghasilan (7)

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3, menjelaskan
bahwa yang tidak termasuk Objek PPh yaitu :

1.Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan/
lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
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Pajak Penghasilan (8)
2.

nalll

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak ybs
Warisan;

Harta, termasuk setoran tunai, sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal

Penggantian atau imbalan sehubungan dgn pekerjaan / jasa yg
diterima atau diperoleh dim bentuk natura dan / atau kenikmatan dr
WP /| pemerintah, kecuali yg diberikan oleh bukan WP, WP yg
dikenakan pajak secara final atau WP dengan Norma Penghitungan
Khusus (deemed profit
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6.

Pajak Penghasilan (9)

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai
WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar
oleh pemberi kerja maupun pegawai

Penghasilan dari modal yg ditanamkan oleh dana pensiun dim
bidang-bidang ttt yg ditetapkan dgn KepMenkeu;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
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Pajak Penghasilan (10)

s®cnghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha di Indonesia

11.Beasiswa yg memenuhi persyaratan ttt yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dgn atau berdasarkan PMK

12.Sisa lebih yg diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yg
bergerak dim bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian &
pengembangan, yg tlh terdaftar pada instansi yg membidanginya, yg
ditanamkan kembali dim bentuk sarana & prasarana kegiatan
pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka
waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

13.Bantuan atau santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kpd WP ttt, yg ketentuannya diatur lebih lanjut dgn
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
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PPh 21 (1)

Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri

Pemotong PPh Pasal 21 yaitu :

1.Pemberi kerja

2bendahara atau pemegang kas pemerintah

3.Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
badan-badan lain

4 Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan
penyerahan jasa

5.Penyelenggara kegiatan
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PPh 21 (2)

1Penghasilan pegawai tetap (teratur maupun tdk teratur)

2Penghasilan penerima pensiun secara teratur

3Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua
yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2
tahun;

4Penghasilan pegawai tidak tetap atau TK lepas

Slmbalan kepada bukan pegawai;

6lmbalan kepada peserta kegiatan;

7lmbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bkn merupakan pegawai
tetap pd perusahaan yg sama,;

8Jasa produksi, tantiem, gratifikasi,bonus dan imbalan lain kepada mantan
pegawai,

9penarikan dana pensiun oleh pegawai.

10Natura / Kenikmatan dari WP PPh Final dan WP Norma Perhitungan Khusus
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PPh 21 (3)
— ... itungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap / Penerima
Pensiun

Penghasilan Dikurang Penghasilan
g —>| Pengurang [—| Neto (Setahun/
ruto : )
penghasilan disetahunkan)
¥

Dikurangi | | PKP N Di.kenakan
PTKP Tarif UU HPP

Penghasilan Bruto Pegawai Tetap meliputi : gaji, tunjangan & premi
asuransi yang dibayar pemberi kerja
Penghasilan Bruto Penerima Pensiun berupa uang pensiun berkala
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PPh 21 (4)

urang Penghasilan Bruto meliputi :

1Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto. Maks. Rp. 6.000.000 per tahun
atau Rp. 500.000 per bulan (utk Peg. Tetap)

2 luran pensiun, THT/JHT yg dibayar sendiri (utk Peg. Tetap)

3.Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto. Maks. Rp. 2.400.000 per thn
atau Rp. 200.000 perbulan (utk penerima pensiun)

4 PTKP meliputi :

a.Untuk diri Wajib Pajak: Rp.54.000.000

b.Tambahan untuk WP status kawin: Rp 4.500.000

c.Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dgn suami : Rp.
54.000.000

d.Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam
garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang Rp 4.500.000

UNIVERSITAS
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PPh 21 (5)

aritf lama PPh mengacu pada Pasal 17 ayat 1a sbb :

1.WP dgn penghasilan tahunan s.d Rp 50 juta adalah 5%

2.WP dgn penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta
adalah 15%

3.WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500

juta adalah 25%
4 WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%

Dengan berlaku nya UU HPP (Harmonisasi Peraturan
Perpajakan) No. 7 Tahun 2021 maka Pasal 17 ayat 1a diatas

tidak berlaku lagi.
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PPh 21 (6)

2

Tarif baru PPh OP berdasarkan UU HPP (Harmonisasi

Peraturan Perpajakan) No. 7 Tahun 2021 :

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak
sampal dengan 60.000.000 2%
Diatas 60.000.000 s/d 250.000.000 15 %
Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000 25 %
Diatas 500.000.000 s/d 5 Miliar 30 %
Diatas 5 Miliar 39 %

[
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UNIVERSITAS

Penghasilan /
Bulan

Penghasilan /
JELTTY

PTKP (TK/0)

Penghasilan
(ena Pajak

(PKP)

Penghitungan
PPh

Terutang

Total PPh Terutang

— Y
Selisih PPh OP yang terutang UU PPh lama

dengan UU HPP NO. 7 Tahun 2021

2

5 Juta 9 Juta 10 Juta 15 Juta
60 Juta 108 Juta 120 Juta 180 Juta
54 Juta 54 Juta 54 Juta 54 Juta
6 Juta 54 Juta 66 Juta 126 Juta
UU HPP UU HPP UU HPP UU HPP
5%x6Juta=| 5%x6Juta=| 5%x50Juta=| S5%x54Juta=| 5% x50Juta=|5%x60Juta=3| 5% x50Juta=| 5% x60 Juta=3
300 ribu 300 ribu 2,5 Juta 2.7 Juta 2.5 Juta Juta 2,5 Juta Juta
15% x 4 Juta = 15% x 16 Juta = JS%xﬁJuta: 15% x 76 Juta = | 15% X 66 Juta =
- b , \ 4
600 ribu 24 Juta 900 ribu 114 Juta 99 Juta
300 ribu 300 ribu 3,1 Juta 2,7 Juta 49 Juta 3,9 Juta 139 Juta| 12,9 Juta

* Asumsi penghitungan PPh untuk

status WP OP lajang (TK/U),

* Perubahan tarif ini tidak menambah beban Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 Miliar-setahuri.
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PPh 21 (7)

Contoh Perhitungan :
1.Rafa Saktiawan NPWP 26.325.054.8-423.000 pada tahun 2016
bekerja pada PT Bakti Nusa dengan memperoleh gaji sebulan
Rp.7.000.000,- dan membayar iuran pensiun Rp.300.000,-, Rafa
tidak kawin tetapi mempunyai satu anak. Perhitungan PPh 21
adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan 7.000.000

Pengurang

1. Biaya Jabatan (5% x 7.000.000 ) 350.000

2. luran Pensiun  300.000 +

650.000
Penghasilan neto sebulan 6.350.000
Penghasilan neto setahun (12 x 6.350.000) = 76.200.000
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PPh 21 (7)

Penghasilan neto setahun (pindahan) 76.200.000
PTKP setahun (TK/1)
— Untuk Wp sendiri  54.000.000

UNIVERSITAS

— 1 Tanggungan 4.500.000 +
98.500.000
Penghasilan kena pajak 17.700.000

PPh 21 setahun : 5% x 17.700.000 = 885.000
PPh 21 sebulan : 885.000/12 =73.750,-
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S PPh 21 (8)

2. Bambang pegawai PT Candra Kirana (PT CK), menikah tanpa
anak, dgn gaji sebulan Rp. 18.000.000. PT CK mengikuti
program BPJS Ketenagakerjaan Dberupa premi Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JKM)
dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,50% dan 0,30% dari
gaji. PT CK menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap
bin sebesar 3,70% dari gaji, sdgkan Bambang membayar iuran
JHT sebesar 2,00% dari gaji setiap bin. Disamping itu PT CK
juga mengikuti program pensiun utk pegawainya & membayar-
kan iuran pensiun utk Bambang ke dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan olen Menkeu sebesar Rp. 200.000 /

bln, sdgkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp.
100.000 / bin. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut :
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PPh 21 (9)

Gaji Rp 18.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp
Premi Jaminan Kematian Rp 54.000,00 +
Penghasilan bruto Rp 18.144.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan

9% X Rp 18.144.000 Rp 907.200,00
2. luran Pensiun Rp 100.000,00
3. luran Jaminan Hari Tua Rp 362.880,00+

Rp 1.370.080,00 _

Penghasilan neto sebulan Rp 16.573.820,00
Penghasilan neto setahun adalah
12 X Rp 16.573.820,00 Rp 198.885.840,00

90.000,00

2
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PPh 21 (10)

Penghasilan neto setahun (pindahan) Rp 198.885.840,00
PTKP setahun

- untuk WP sendiri Rp 54.000.000,00

- Status menikah Rp 4.500.000,00 +

Rp 58.500.000,00 -Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp
140.385.840,00

PPh Pasal 21 setahun

5% X Rp 60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
15% X Rp 80.385.840,00 = Rp 12.057.876,00+
PPh Terutang Setahun = Rp 15.057.876,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 15.057.876,00 : 12= Rp 1.254.823,00
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PPh 21 (11)

3. Shodiq adalah pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip
(PT. SH), memperoleh gaji mingguan sebesar Rp
1.500.000. Shodiq telah menikah dan mempunyai seorang
anak. PT SH masuk program BPJS Ketenagakerjaan
berupa premi JKK dan premi JKM, dibayar oleh pemberi
kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar
1,00% dan 0,30% dari gaji. PT SH membayar iuran JHT
setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan M Shodiq
membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000 dan JHT
sebesar 2,00% dari gaji. Perhitungan PPh 21 adalah
sebagai berikut :

UNIVERSITAS
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— PPh 21 (12)

Penghasilan sebulan

4 X Rp 1.500.000,00 Rp 6.000.000,00
Premi JKK Rp 60.000,00
Premi Jaminan Kematian Rp  18.000.00 +
Penghasilan bruto Rp 6.078.000,00
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan

9% X Rp 6.078.000,00 Rp 303.900,00
2. luran Pensiun Rp 50.000,00
3. luran Jaminan Hari Tua Rp 120.000,00 +

Rp 473.900,00 _

Penghasilan neto sebulan Rp 5.604.100,00
Penghasilan neto setahun adalah
12 X Rp 5.604.100,00 = Rp 67.249.200,00
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l;;isnsrr; PPh 21 (1 3)
Penghasilan neto setahun (pindahan) Rp 67.249.200,00
PTKP setahun

- WP sendiri Rp 54.000.000,00

- Status menikah Rp 4.500.000,00

- Tanggungan Rp 4.500.000,00 +

Rp 63.000.000,00 +

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 4.249.200,00
Pembulatan Rp 4.249.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% X Rp 4.249.000,00 = Rp 212.450,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 212.450,00 : 12 = Rp 17.704,00
PPh Pasal 21 seminggu
Rp 17.704,00:4 =Rp 4.426,00

2
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- PPh 21 (14)
4. Abdul tlh bekerja kurang-lebih 30 thn pd PT. Jaya. Status Abdul
menikah dan memiliki 3 orang anak, dimana anak pertama sudah
berkeluarga dan bekerja pada sebuah Bank. Sedangkan anak ke
2 & 3 masih kuliah. Sesuai dgn ketentuan kepegawaian pd PT.
Jaya maka pd tgl 1 Januari 2017, Abdul memasuki masa pensiun
dan menerima uang pensiun Rp 6.000.000 / bulan mulai bulan
Jan 2017. Selain pensiun la juga memperoleh Tabungan Hari
Tua yang diterima sekaligus pada 1 Jan 2017 sebesar Rp.
80.000.000. Seminggu setelah pensiun Abdul memperoleh
kepastian bahwa anak nomor duanya sudah diterima kerja pada
sebuah perusahaan swasta dan sekaligus memberitahu bahwa
la akan menikah akhir Desember 2017. Perhitungan PPh 21 atas
pensiun dan PPh 21 atas penghasilan THT yang diterima :
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PPh 21 (15)

Perhitungan pemotongan PPh 21 atas pensiun tahun 2017
Penghasilan berupa pensiun Rp. 6.000.000
Pengurang :

By pensiun 5% x 6.000.000 = 300.000

(By Pensiun yg diperkenankan) Rp. 200.000
Pengh neto uang pensiun sebln Rp. 5.800.000
Pengh. neto uang pensiun disethnkan

Rp. 5.800.000 x 12 = Rp. 69.600.000

PTKP setahun

1. Wajib pajak 54.000.000

2. Status Kawin 4.500.000

3. Tanggungan _4.500.000 +Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 6.600.000

2
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PPh 21 (16)
PPh 21 atas uang pensiun setahun :
9% x Rp. 6.600.000 = Rp. 330.000

PPh 21 atas uang pensiun sebulan :
Rp. 330.000 : 12 = Rp. 27.500

Perhitungan pemotongan PPh 21 atas Penghasilan THT tahun
2017 (lihat Peraturan Pemerintah No. 68 thn 2009)

PPh 21 atas penghasilan Tabungan hari tua Rp. 80.000.000 sesuai
dengan PP no 68 tahun 2009

50.000.000 x 0% = 0
30.000.000 x 5% = 1.500.000 +
1.500.000

PPh yang dipungut pihak pengelola Tabungan hari Tua Rp.1.500.000,-
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PPh 21 (17)

itungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja
Lepas / Bukan Pegawai

1.Tentukan jumlah upah / uang saku harian, atau rata-rata upah / uang
saku yang diterima atau diperoleh dlm sehari

2.Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku
harian belum melebihi Rp. 450.000, dan jmlh kumulatif yg diterima atau
diperoleh dim bIn kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp.
4.500.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong

3.DIm hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian
tth melebihi Rp. 450.000 & sepanjang jmlh kumulatif yg diterima atau
diperoleh dim bin kalender ybs belum melebihi Rp. 4.500.000, maka
PPh Pasal 21 yg hrs dipotong adlh sebesar upah/uang saku harian atau
rata-rata upah/uang saku harian stlh dikurangi Rp. 450.000 dikalikan 5%
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PPh 21 (18)

Im hal jumlah upah kumulatif yg diterima atau diperoleh dim
bulan kalender ybs tlh melebihi Rp. 4.500.000 & kurang dari
Rp. 10.200.000, maka PPh Pasal 21 yg hrs dipotong adlh
sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang
saku harian stlh dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. DIm hal jumlah upah kumulatif yg diterima atau diperoleh dlm
satu bin kalender telah melebihi Rp. 10.200.000, maka PPh
Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat
(1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan
yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal
21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil
perhitungan tersebut dibagi 12.
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- PPh 21 (19)
Contoh Perhitungan :

Rasyid, (TK/O) bulan Jan 2018 bekerja pada PT Amanah
dengan upah Rp. 450.000 sehari. Berapa PPh Pasal 21
Rasyid yang harus dipotong ?

1.Hari Pertama dan hari berikutnya selama total
pendapatanya belum melebihi 4.500.000 sebulan

Upah sehari 450.000
Upah sehari tidak kena pajak 450.000
Upah sehari kena pajak Nihil

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah
yang diterima belum melebihi Rp. 4.500.000 maka tidak ada
PPh Pasal 21 yang dipotong.
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PPh 21 (20)

2. Hari Ke sebelas atau Hari dimana jumlah total penghasilan
telah melebihi Rp. 4.500.000 maka PPh Pasal 21 terutang
dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang

sebenarnya.
Upah s.d. hari ke-11
11 X Rp 450.000 Rp 4.950.000
PTKP sebenarnya
11 X (Rp 54.000.000 / 360) Rp 1.650.000

Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11 Rp 3.300.000
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11

9% X Rp 3.300.000 Rp 165.000

PPh 21 yg tlh dipotong s.d hari ke-10 Rp 0
PPh yg hrs dipotong pada hari ke-11 Rp 165.000
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b PPh 21 (21)
3. Hari Ke duabelas dan seterusnya.
Upah sehari 450.000
PTKP : (54.000.000/360) 150.000
Penghasilan kena pajak 300.000
PPh 21 terhutang sehari : 5% x 300.000 = 15.000

Referensi pendukung dari penelitian Pradnyana, Ida
Bagus Gede Putra dan Noviari, Naniek. 2017.Pengaruh
Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan
Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.
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Soal Essay

Hendro adalah pegawai pada perusahaan PT XY/Z,
memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 2.000.000. Hendro
telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT XYZ masuk
program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK dan premi
JKM, dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-
masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,40% dari gaji. PT
XYZ membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3,00% dari
gaji, sedangkan Hendro membayar iuran pensiun sebesar Rp.
50.000 dan JHT sebesar 2,00% dari gaji. Hitungan PPh 21
nya
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